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MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI

Menimbang

a.

BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa penyuluhan perikanan merupakan upaya
peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap
pelaku utama dan/atau pelaku usaha kelautan dan
perikanan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi
usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta
meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi
lingkungan hidup;

bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan
profesionalisme pegawai negeri sipil yang mempunyai
ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang
dalam penyuluhan perikanan, serta untuk meningkatkan
kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional
Penyuluh Perikanan;

bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan
Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya
sudah tidak sesuai perkembangan hukum sehingga

perlu diganti;
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Mengingat

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan

Fungsional Penyuluh Perikanan;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
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Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan
manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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10.
11.

12.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan adalah jabatan
yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab,
dan wewenang untuk  melaksanakan = kegiatan
penyuluhan perikanan.

Pejabat Fungsional Penyuluh Perikanan yang selanjutnya
disebut Penyuluh Perikanan adalah PNS yang diberi
tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk
melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan.
Penyuluhan Perikanan adalah proses pembelajaran bagi
Pelaku Utama serta Pelaku Usaha perikanan agar mereka
mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan
dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi,
permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya
untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha,
pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan
kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Programa Penyuluhan Perikanan adalah rencana tertulis
yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah
dan pedoman pelaksanaan penyuluhan serta sebagai alat
pengendali pencapaian tujuan.

Rencana Kerja Penyuluhan Perikanan adalah jadwal
kegiatan yang disusun oleh Penyuluh Perikanan
berdasarkan programa penyuluhan perikanan setempat,
yang mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam
berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha;
Sasaran Utama adalah pelaku utama dan pelaku usaha.
Sasaran Antara adalah pemangku kepentingan lainnya
yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati
kelautan dan perikanan serta generasi muda dan tokoh
masyarakat.

Pelaku Utama adalah nelayan, pembudidaya ikan,
pengolah dan/atau pemasar ikan, dan petambak garam

beserta keluarga intinya.
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Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi
yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana
produksi perikanan, prasarana dan/atau sarana
produksi garam, pengolahan, dan pemasaran hasil
perikanan, serta produksi garam yang berkedudukan di
wilayah hukum Republik Indonesia.

Kelembagaan Sektor Kelautan dan Perikanan yang
selanjutnya disebut dengan Kelembagaan adalah lembaga
yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk
nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan/atau pemasar
ikan atau petambak garam atau berdasarkan budaya dan
kearifan lokal.

Kelompok Kelas Lanjut adalah kelompok pelaku utama
perikanan yang berdasarkan penilaian kemampuan
kelompok memperoleh skoring 251 sampai dengan 500.
Kelompok Kelas Madya adalah kelompok pelaku utama
perikanan yang berdasarkan penilaian kemampuan
kelompok memperoleh skoring 501 sampai dengan 750.
Kelompok Kelas Utama adalah kelompok pelaku utama
perikanan yang berdasarkan penilaian kemampuan
kelompok memperoleh  skoring 751 sampai dengan
1.000.

Gabungan Kelompok Perikanan adalah kumpulan
beberapa kelompok yang bergabung dan bekerjasama
untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
Korporasi Sektor Kelautan dan Perikanan adalah
kelembagaan ekonomi pelaku utama dan/atau pelaku
usaha sektor kelautan dan perikanan melalui konsolidasi
usaha untuk menciptakan nilai tambah yang optimal.
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotan orang
seorang atau badan hukum  koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar
atas asas kekeluargaan.

Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh

seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan
dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang
harus dicapai oleh Penyuluh Perikanan dalam rangka
pembinaan karier yang bersangkutan.

Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka
Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penyuluh
Perikanan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat
dan/atau jabatan.

Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK
adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka
Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat
dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh
Perikanan.

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh
Perikanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah
tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang
memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan
bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan
tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian
kinerja Penyuluh Perikanan dalam bentuk Angka Kredit
Penyuluh Perikanan.

Standar Kompetensi Penyuluh  Perikanan  yang
selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi
pengetahuan, keterampilan, dan  perilaku yang
diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas
Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.

Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian
terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial
kultural dari Penyuluh Perikanan dalam melaksanakan
tugas dan fungsi dalam jabatan.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus
dicapai oleh Penyuluh Perikanan sebagai prasyarat
menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh
Perikanan.

Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang
harus dicapai minimal oleh Penyuluh Perikanan sebagai

prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
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Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok
pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang
disusun oleh Penyuluh Perikanan baik perorangan atau
kelompok di bidang Penyuluhan Perikanan.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh
Perikanan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina
adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

Penyuluh Perikanan berkedudukan sebagai pelaksana
teknis fungsional untuk kegiatan penyuluhan perikanan
pada Instansi Pembina.

Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya,
pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator,
atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh
Perikanan.

Kedudukan Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan
analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan
analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 3

Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan merupakan jabatan

karier PNS.

Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan termasuk dalam

klasifikasi/rumpun ilmu hayat.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

PENYULUH PERIKANAN

Pasal 5

(1) Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan merupakan

Jabatan Fungsional kategori keahlian.

(2) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.
b.
c.
d.

Penyuluh Perikanan Ahli Pertama,;
Penyuluh Perikanan Ahli Muda;
Penyuluh Perikanan Ahli Madya; dan
Penyuluh Perikanan Ahli Utama.

(3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan

Fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III sampai

dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Tugas

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 6

Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan yaitu

melaksanakan kegiatan Penyuluhan Perikanan.

(1)

(2)

Bagian Kedua

Unsur dan Subunsur Kegiatan

Pasal 7

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh

Perikanan yaitu Penyuluhan Perikanan.

Subunsur dari Penyuluhan Perikanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.

penyusunan Programa dan Rencana Kerja
Penyuluhan Perikanan;

penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan;
peningkatan akses teknologi dan informasi;
penyusunan dan menerapkan metode dan materi
penyuluhan perikanan;

fasilitasi kemitraan usaha dan akses pembiayaan
sektor kelautan dan perikanan;

fasilitasi peningkatan produktivitas dan skala usaha
Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha Perikanan;
peningkatan kesadaran pelaku utama dan/atau
pelaku usaha perikanan terhadap kelestarian fungsi
lingkungan hidup; dan

evaluasi dan pelaporan dampak penyuluhan

perikanan.
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Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 8

(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh

Perikanan sesuai dengan jenjang jabatan, ditetapkan

dalam butir kegiatan sebagai berikut:

a. Penyuluh Perikanan Ahli Pertama, meliputi:

1.

10.

11.

melakukan identifikasi bahan penyusunan
Rencana Kerja Tahunan Penyuluhan Perikanan;
melakukan analisis Programa Penyuluhan
Perikanan tingkat kecamatan;

melakukan identifikasi bahan penyusunan peta
sentra usaha dan/atau potensi usaha kelautan
dan perikanan di wilayah kerja penyuluhan;
melakukan pendaftaran dan/atau
pemutakhiran data Pelaku Usaha non
perseorangan sektor kelautan dan perikanan;
menyusun profil Koperasi sektor kelautan dan
perikanan;

menyusun profil gabungan kelompok perikanan
sektor kelautan dan perikanan;

menyusun rekomendasi peningkatan kelas
kemampuan Kelompok Kelas Lanjut ke
Kelompok Kelas Madya;

melakukan pembinaan usaha mikro dan kecil
sektor kelautan dan perikanan skala usaha
menengah;

melakukan pembinaan Koperasi sektor
kelautan dan perikanan;

melakukan edukasi, diseminasi dan
penyebarluasan teknologi dan informasi sektor
kelautan dan  perikanan melalui gelar
teknologi/pameran;

menyusun dan menyebarluaskan materi

penyuluhan perikanan melalui media tertayang;



12.

13.

14.

15.

16.
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melakukan fasilitasi kemitraan sarana produksi
antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan
pemerintah;

melakukan fasilitasi kemitraan permodalan
antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan
pemerintah;

melakukan pengolahan data fasilitasi
peningkatan produktivitas dan skala usaha
pelaku utama dan/atau pelaku usaha
perikanan;

melakukan identifikasi bahan edukasi,
diseminasi dan kesadaran kelestarian
lingkungan hidup kepada pelaku utama
dan/atau pelaku usaha; dan

melakukan identifikasi bahan penyusunan

evalusi dampak penyuluhan perikanan;

Penyuluh Perikanan Ahli Muda, meliputi:

1.

melakukan analisis hasil identifikasi bahan
penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Penyuluhan Perikanan;

melakukan penyusunan Programa Penyuluhan
Perikanan tingkat kabupaten/kota;

menyusun detail pelaksanaan Rencana Kerja
Tahunan Penyuluhan Perikanan;

menyusun peta sentra usaha dan/atau potensi
usaha kelautan dan perikanan di wilayah kerja
penyuluhan;

melakukan pembinaan penyusunan rencana
usaha kelompok perikanan;

melakukan penilaian kelas dalam rangka
peningkatan kelas kemampuan Kelompok Kelas
Madya;

menyusun rekomendasi peningkatan kelas
kemampuan Kelompok Kelas Madya ke
Kelompok Kelas Utama,;

menyusun rekomendasi pengukuhan gabungan

kelompok perikanan;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

-12-

melakukan pendampingan perizinan usaha
mikro dan kecil sektor kelautan dan perikanan
risiko menengah tinggi;

melakukan analisis pemanfaatan/peningkatan
teknologi dan informasi sektor kelautan dan
perikanan;

melakukan edukasi, diseminasi dan
penyebarluasan teknologi dan informasi sektor
kelautan dan perikanan melalui percontohan
penyuluhan kelautan dan perikanan;
melakukan penyuluhan berdasarkan jumlah
Sasaran Utama dan Sasaran Antara kelompok;
merancang desain percontohan penyuluhan
kelautan dan perikanan;

melakukan fasilitasi kemitraan sarana produksi
antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan
swasta,;

melakukan fasilitasi kemitraan permodalan
antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan
non perbankan;

melakukan fasilitasi kemitraan permodalan
antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan
perbankan;

melakukan analisis data produksi rumah
tangga perikanan (RTP) dan/atau data
produktivitas usaha kelompok perikanan;
melakukan edukasi, diseminasi dan kesadaran
kelestarian lingkungan hidup kepada pelaku
utama dan/atau pelaku usaha; dan

melakukan analisis hasil identifikasi bahan
penyusunan evalusi dampak penyuluhan

perikanan;

Penyuluh Perikanan Ahli Madya, meliputi:

1.

melakukan evaluasi hasil analisis bahan
penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Penyuluhan Perikanan;
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11.

12.

13.

14.

15.
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melakukan penyusunan Programa Penyuluhan
Perikanan tingkat regional;

melakukan telaah dan evaluasi penumbuhan
dan pengembangan Kelembagaan;

menyusun profil Korporasi Sektor Kelautan dan
Perikanan;

melakukan penilaian kelas dalam rangka
peningkatan kelas kemampuan Kelompok Kelas
Utama;

melakukan pengembangan kelembagaan
gabungan kelompok perikanan;

melakukan pendampingan pembentukan
Korporasi Sektor Kelautan dan Perikanan;
melakukan pendampingan perizinan usaha
mikro dan kecil sektor kelautan dan perikanan
risiko tinggi;

melakukan evaluasi pemanfaatan/peningkatan
teknologi dan informasi sektor kelautan dan
perikanan;

melakukan evaluasi penyusunan dan
penerapan metoda dan materi penyuluhan;
melakukan penyuluhan berdasarkan jumlah
sasaran massal;

melakukan evaluasi hasil kemitraan antara
Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dengan pihak
lain;

melakukan fasilitasi kemitraan pemasaran hasil
produksi antara Pelaku Utama dan Pelaku
Usaha lingkup nasional;

melakukan evaluasi hasil analisis data produksi
rumah tangga perikanan (RTP) dan/atau data
produktivitas usaha kelompok perikanan;
Melakukan evaluasi hasil edukasi, diseminasi
dan kesadaran kelestarian lingkungan hidup
kepada Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha,;

dan
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16.

-14-

Melakukan evaluasi hasil analisis bahan
penyusunan evaluasi dampak penyuluhan

perikanan; dan

Penyuluh Perikanan Ahli Utama, meliputi:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

merumuskan Rencana Kerja Tahunan
Penyuluhan Perikanan;

melakukan penyusunan Programa Penyuluhan
Perikanan tingkat nasional;

merancang model penumbuhan dan
pengembangan Kelembagaan;

melakukan evaluasi penumbuhan dan
pengembangan gabungan kelompok perikanan;
Menyusun rancangan model pembinaan
Korporasi Sektor Kelautan dan Perikanan;
menyusun rekomendasi pendirian Koperasi
Sektor Kelautan Dan Perikanan;

merancang model penerapan teknologi sektor
kelautan dan perikanan;

merancang model teknik penyuluhan
perikanan;

menetapkan alternatif metode penyuluhan
sesuai tujuan, sasaran, media dan teknik
komunikasi;

Merancang model kemitraan wusaha sektor
kelautan dan perikanan;

melakukan fasilitasi kemitraan pemasaran hasil
produksi antara Pelaku Utama dan Pelaku
Usaha lingkup internasional,

merancang model peningkatan produksi rumah
tangga perikanan (RTP) dan/atau data
produktivitas usaha kelompok perikanan;
merancang model edukasi, diseminasi dan
kesadaran kelestarian lingkungan hidup kepada
Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha; dan
Menyusun pelaporan evalusi dampak

penyuluhan perikanan.
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(2) Penyuluh Perikanan yang melaksanakan tugas jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai

Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan

masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh

Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1), meliputi:

a. Penyuluh Perikanan Ahli Pertama, meliputi:

1.

laporan identifikasi bahan penyusunan Rencana
Kerja Tahunan Penyuluhan Perikanan;

dokumen analisis Programa Penyuluhan Perikanan
kecamatan;

laporan identifikasi bahan penyusunan peta sentra
usaha dan/atau potensi usaha kelautan dan
perikanan di wilayah kerja penyuluhan;

laporan pendaftaran dan/atau pemutakhiran data
Pelaku Usaha non perseorangan sektor kelautan dan
perikanan;

dokumen profil Koperasi sektor kelautan dan
perikanan;

dokumen profil gabungan kelompok perikanan
sektor kelautan dan perikanan;

dokumen rekomendasi peningkatan kelas
kemampuan Kelompok Kelas Lanjut ke Kelompok

Kelas Madya;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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dokumen pembinaan usaha mikro dan kecil sektor
kelautan dan perikanan skala usaha menengah;
dokumen pembinaan Koperasi sektor kelautan dan
perikanan;

laporan edukasi, diseminasi dan penyebarluasan
teknologi dan informasi sektor kelautan dan
perikanan melalui gelar teknologi/pameran;

laporan penyusunan dan penyebarluasan materi
penyuluhan perikanan melalui Media tertayang;
dokumen fasilitasi kemitraan sarana produksi
antara Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dengan
Pemerintah;

dokumen fasilitasi kemitraan permodalan antara
Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dengan
pemerintah;

data fasilitasi peningkatan produktivitas dan skala
usaha Pelaku  Utama dan/atau Pelaku Usaha
Perikanan;

laporan identifikasi bahan edukasi, diseminasi dan
kesadaran kelestarian lingkungan hidup kepada
pelaku utama dan/atau pelaku usaha;

laporan identifikasi bahan penyusunan evalusi

dampak penyuluhan perikanan;

Penyuluh Perikanan Ahli Muda, meliputi:

1.

dokumen  analisis hasil identifikasi  bahan
penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluhan
Perikanan;

dokumen Programa Penyuluhan Perikanan
kabupaten /kota;

dokumen detail pelaksanaan Rencana Kerja
Tahunan Penyuluhan Perikanan;

peta sentra usaha dan/atau potensi usaha kelautan
dan perikanan di wilayah kerja penyuluhan;

laporan pembinaan penyusunan rencana usaha

kelompok perikanan;
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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dokumen hasil penilaian kelas dalam rangka
peningkatan kelas kemampuan Kelompok Kelas
Madya;

dokumen rekomendasi peningkatan kelas
kemampuan Kelompok Kelas Madya ke Kelompok
Kelas Utama;

dokumen rekomendasi pengukuhan gabungan
kelompok perikanan;

dokumen pendampingan perizinan usaha mikro dan
kecil sektor kelautan dan perikanan risiko
menengah tinggi;

dokumen analisis pemanfaatan dan/atau
peningkatan teknologi dan informasi sektor kelautan
dan perikanan;

laporan edukasi, diseminasi dan penyebarluasan
teknologi dan informasi sektor kelautan dan
perikanan melalui  percontohan penyuluhan
kelautan dan perikanan;

laporan hasil pembinaan penyuluhan berdasarkan
jumlah Sasaran Utama dan Sasaran Antara
kelompok;

dokumen desain percontohan penyuluhan kelautan
dan perikanan;

dokumen fasilitasi kemitraan sarana produksi
antara Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dengan
swasta;

dokumen fasilitasi kemitraan permodalan antara
Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dengan non
perbankan;

dokumen fasilitasi kemitraan permodalan antara
Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dengan perbankan;
dokumen analisis data produksi rumah tangga
perikanan (RTP) dan/atau data produktivitas usaha
kelompok perikanan;

laporan edukasi, diseminasi dan kesadaran
kelestarian lingkungan hidup kepada Pelaku Utama

dan/Pelaku Usaha;
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dokumen analisis hasil identifikasi bahan

penyusunan evalusi dampak penyuluhan perikanan;

Penyuluh Perikanan Ahli Madya, meliputi:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

dokumen evaluasi hasil analisis bahan penyusunan
Rencana Kerja Tahunan Penyuluhan Perikanan;
dokumen Programa Penyuluhan Perikanan regional;
dokumen telaah dan evaluasi penumbuhan dan
pengembangan Kelembagaan;

dokumen profil Korporasi Sektor Kelautan dan
Perikanan;

dokumen hasil penilaian kelas dalam rangka
peningkatan kelas kemampuan Kelompok Kelas
Utama;

laporan pengembangan kelembagaan gabungan
kelompok perikanan;

dokumen pendampingan pembentukan Korporasi
Sektor Kelautan dan Perikanan;

dokumen pendampingan perizinan usaha mikro dan
kecil sektor kelautan dan perikanan risiko tinggi;
dokumen evaluasi pemanfaatan dan/atau
peningkatan teknologi dan informasi sektor kelautan
dan perikanan;

laporan evaluasi penyusunan dan penerapan metoda
dan materi penyuluhan;

laporan hasil pembinaan penyuluhan berdasarkan
jumlah sasaran massal;

dokumen evaluasi hasil kemitraan antara Pelaku
Utama dan Pelaku Usaha dengan pihak lain;
dokumen fasilitasi kemitraan pemasaran hasil
produksi antara Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
lingkup Nasional;

dokumen evaluasi hasil analisis data produksi
rumah tangga perikanan (RTP) dan/atau data
produktivitas usaha kelompok perikanan;

dokumen evaluasi hasil edukasi, diseminasi dan
kesadaran kelestarian lingkungan hidup kepada

pelaku utama dan/pelaku usaha;
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dokumen evaluasi hasil analisis bahan penyusunan

evalusi dampak penyuluhan perikanan;

d. Penyuluh Perikanan Ahli Utama, meliputi:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

dokumen Rencana Kerja Tahunan Penyuluhan
Perikanan;

dokumen programa penyuluhan perikanan nasional,;
dokumen rancangan model penumbuhan dan
pengembangan Kelembagaan;

laporan evaluasi penumbuhan dan pengembangan
gabungan kelompok perikanan;

dokumen rancangan model pembinaan Korporasi
Sektor Kelautan dan Perikanan;

dokumen rekomendasi pendirian Koperasi sektor
kelautan dan perikanan;

dokumen rancangan model penerapan teknologi
sektor kelautan dan perikanan;

dokumen rancangan model teknik penyuluhan
perikanan;

dokumen alternatif metode penyuluhan sesuai
tujuan, sasaran, media dan teknik komunikasi;
dokumen rancangan model kemitraan usaha sektor
kelautan dan perikanan;

dokumen fasilitasi kemitraan pemasaran hasil
produksi antara Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
lingkup internasional;

dokumen rancangan model peningkatan produksi
rumah tangga perikanan (RTP) dan/atau data
produktivitas usaha kelompok perikanan;

dokumen rancangan model edukasi, diseminasi dan
kesadaran kelestarian lingkungan hidup kepada
Pelaku Utama dan/Pelaku Usaha;

dokumen dampak penyuluhan perikanan.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Penyuluh Perikanan yang

sesuai

dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),
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Penyuluh Perikanan yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau
1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan
kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari

pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11
(1) Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan yang
melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:

a. Penyuluh Perikanan yang melaksanakan kegiatan
Penyuluh Perikanan yang berada 1 (satu) tingkat di
atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang
diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen)
dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan

b. Penyuluh Perikanan yang melaksanakan kegiatan
Penyuluh Perikanan yang berada 1 (satu) tingkat di
bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang
diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari
Angka Kredit setiap butir kegiatan.

(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12
Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh
Perikanan dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh

Perikanan dapat dilakukan melalui:
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(2)
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pengangkatan pertama;

perpindahan dari jabatan lain; atau

promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 14

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh

Perikanan melalui pengangkatan pertama sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a.
b.

C.

berstatus PNS;

memiliki integritas dan moralitas yang baik;

sehat jasmani dan rohani;

berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat
di bidang Penyuluhan Perikanan, Ilmu atau Sains
Kelautan, Ilmu atau Sains Perikanan, Akuakultur,
Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Perairan,
Perikanan Tangkap, Sosial Ekonomi Perikanan,
Sumber Daya Akuatik, Teknologi Hasil Perairan,
Teknologi Hasil Perikanan, Teknologi Penangkapan
Ikan, Bioteknologi Perikanan, Pengolahan Hasil
Laut/Perikanan, Pengolahan dan Penyimpanan Hasil
Perikanan, Perikanan Tangkap, Budi Daya Ikan,
Teknologi Pembenihan Ikan, Pembenihan Ikan,
Usaha Budi Daya Ikan, Agribisnis Perikanan,
Permesinan Perikanan, Teknologi Akuakultur,
Teknologi  Pengelolaan  Sumberdaya  Perairan,
Komunikasi Massa, Komunikasi Pembangunan,
Kewirausahaan, atau Ekonomi Sumber Daya; dan
nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam

1 (satu) tahun terakhir.

Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan

kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dari

calon PNS.
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(4)

(5)

(6)

(1)
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Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah
diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun
diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.
PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional
Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat wajib
mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional
Penyuluh Perikanan.

Penyuluh Perikanan yang belum mengikuti dan/atau
tidak 1lulus pendidikan dan pelatihan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan
kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.

Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam
Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dinilai dan
ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan

Fungsional Penyuluh Perikanan.

Bagian Ketiga

Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh
Perikanan melalui perpindahan dari jabatan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b harus
memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. Dberijazah paling rendah:

1. sarjana atau diploma empat di bidang
Penyuluhan Perikanan, Ilmu atau Sains
Kelautan, IImu atau Sains Perikanan,
Akuakultur, Manajemen atau Pengelolaan
Sumber Daya Perairan, Perikanan Tangkap,
Sosial Ekonomi Perikanan, Sumber Daya
Akuatik, Teknologi Hasil Perairan, Teknologi

Hasil Perikanan, Teknologi Penangkapan Ikan,
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Bioteknologi Perikanan, Pengolahan Hasil
Laut/Perikanan, Pengolahan dan Penyimpanan
Hasil Perikanan, Perikanan Tangkap, Budi Daya
Ikan, Teknologi Pembenihan Ikan, Pembenihan
Ikan, Usaha Budi Daya Ikan, Agribisnis
Perikanan, Permesinan Perikanan, Teknologi
Akuakultur, Teknologi Pengelolaan Sumberdaya
Perairan, Komunikasi Massa, Komunikasi
Pembangunan, Kewirausahaan, atau Ekonomi
Sumber Daya;

2. magister dengan kualifikasi pendidikan yang
relevan dengan tugas Jabatan Fungsional
Penyuluh Perikanan yang ditentukan oleh
Instansi Pembina bagi Penyuluh Perikanan Ahli
Madya dan Penyuluh Perikanan Ahli Utama;

selain memenuhi kualifikasi pendidikan

sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 2, juga
harus memiliki paling sedikit 2 (dua) karya tulis
ilmiah yang telah dipublikasikan secara nasional
atau memiliki paling sedikit 1 (satu) karya tulis
ilmiah yang telah dipublikasikan secara
internasional yang relevan dengan Penyuluhan

Perikanan bagi Jabatan Fungsional Penyuluh

Perikanan Ahli Utama;

mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh

Perikanan yang telah disusun oleh Instansi

Pembina;

memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di

bidang Penyuluhan Perikanan paling singkat 2 (dua)

tahun;

nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam

2 (dua) tahun terakhir; dan

berusia paling tinggi:

1. 583 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan

menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh
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(3)

(4)

(S)
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Perikanan  Ahli Pertama dan  Jabatan
Fungsional Penyuluh Perikanan Ahli Muda;

2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh
Perikanan Ahli Madya;

3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh
Perikanan Ahli Utama bagi PNS yang
menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan

4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh
Perikanan Ahli Utama dari Jabatan Fungsional
ahli utama lain.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan
jabatan untuk jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh
Perikanan yang akan diduduki.

Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang
dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai
dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh
pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka
Kredit.

Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai
dan ditetapkan dari tugas  jabatan dengan
mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan
tugas di bidang Penyuluhan Perikanan.

Pengangkatan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
Ahli Utama yang berasal dari jabatan fungsional ahli
utama lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf i
angka 4 harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan
untuk Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Ahli
Utama yang akan diduduki dan mendapat persetujuan

Menteri.
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Bagian Kelima

Promosi

Pasal 16

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf

c ditetapkan berdasarkan kriteria:

a.

b.

(1)

(2)

(3)

termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi,
kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga
pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
memenuhi Standar Kompetensi jenjang Jabatan

Fungsional Penyuluh Perikanan yang akan diduduki.

Pasal 17

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh

Perikanan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 dilaksanakan untuk:

a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional
Penyuluh Perikanan; atau

b. PNS yang akan naik jenjang Jabatan Fungsional
Penyuluh Perikanan 1 (satu) tingkat lebih tinggi.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh

Perikanan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar
Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir;

c. memiliki rekam jejak yang baik;

d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan
profesi PNS; dan

e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.

Bagi PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional

Penyuluh Perikanan melalui promosi harus berijazah

paling rendah:
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a. sarjana atau diploma empat di bidang Penyuluhan
Perikanan, Ilmu atau Sains Kelautan, Ilmu atau
Sains Perikanan, Akuakultur, Manajemen atau
Pengelolaan Sumber Daya Perairan, Perikanan
Tangkap, Sosial Ekonomi Perikanan, Sumber Daya
Akuatik, Teknologi Hasil Perairan, Teknologi Hasil
Perikanan, Teknologi Penangkapan Ikan,
Bioteknologi Perikanan, Pengolahan Hasil
Laut/Perikanan, Pengolahan dan Penyimpanan Hasil
Perikanan, Perikanan Tangkap, Budi Daya Ikan,
Teknologi Pembenihan Ikan, Pembenihan Ikan,
Usaha Budi Daya Ikan, Agribisnis Perikanan,
Permesinan Perikanan, Teknologi Akuakultur,
Teknologi  Pengelolaan  Sumberdaya  Perairan,
Komunikasi Massa, Komunikasi Pembangunan,
Kewirausahaan, atau Ekonomi Sumber Daya untuk
Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Ahli Muda;
dan

b. berijazah paling rendah magister dengan kualifikasi
pendidikan sesuai tugas jabatan yang ditentukan
oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional
Penyuluh Perikanan Ahli Madya dan Jabatan
Fungsional Penyuluh Perikanan Ahli Utama.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh

Perikanan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan

untuk jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
yang akan diduduki.

Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan

Fungsional Penyuluh Perikanan melalui promosi dinilai

dan ditetapkan dari tugas jabatan.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh

Perikanan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VI
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI

Pasal 18
Setiap PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional
Penyuluh Perikanan wajib dilantik dan diambil
sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya
kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Penilaian  kinerja Jabatan  Fungsional Penyuluh
Perikanan bertujuan untuk menjamin objektivitas
pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi dan
sistem karier.

Penilaian  kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh
Perikanan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja
pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi
dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan
manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

Penilaian  kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh
Perikanan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel,
partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 20

Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:
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a.
b.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)
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SKP; dan

perilaku kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf I

Umum

Pasal 21

Penyuluh Perikanan wajib menyusun SKP setiap awal
tahun.

SKP merupakan target kinerja Penyuluh Perikanan
berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang
bersangkutan.

SKP untuk setiap jenjang jabatan diambil dari uraian
kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan

kinerja unit kerja.

Pasal 22

Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka
Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas
tambahan.

Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diuraikan dalam bentuk kegiatan tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh pimpinan wunit kerja berdasarkan

penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 23
Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana
dimaksud dalam 22 ayat (1) sebagai dasar untuk

penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
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(4)
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SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan
langsung.

Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hasil penilaian SKP Penyuluh Perikanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2
Target Angka Kredit

Pasal 24
Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (2) bagi Penyuluh Perikanan setiap tahun
ditetapkan paling sedikit:
a. 12,5 (dua belas koma Ilima) untuk Penyuluh
Perikanan Ahli Pertama;
b. 25 (dua puluh lima) untuk Penyuluh Perikanan Ahli
Muda;
c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Penyuluh
Perikanan Ahli Madya; dan
d. 50 (lima puluh) untuk Penyuluh Perikanan Ahli
Utama.
Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d tidak berlaku bagi Penyuluh Perikanan Ahli
Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang
jabatan yang didudukinya.
Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), Penyuluh Perikanan wajib
memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan target
Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kelautan dan perikanan.
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Paragraf 3

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 25
(1) Penyuluh Perikanan yang telah memenuhi syarat untuk
kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi
belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan
diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka
Kredit paling sedikit:
a. 10 (sepuluh) untuk Penyuluh Perikanan Ahli
Pertama,;
b. 20 (dua puluh) untuk Penyuluh Perikanan Ahli
Muda; dan
c. 30 (tiga puluh) untuk Penyuluh Perikanan Ahli
Madya.
(2) Penyuluh Perikanan Ahli Utama yang menduduki
pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak
menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling

sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga

Perilaku Kerja

Pasal 26
Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b
ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan
Fungsional Penyuluh Perikanan dan dinilai sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VIII
PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu

Penilaian dan PAK

Pasal 27
Capaian SKP Penyuluh  Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) disampaikan kepada
Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian
Angka Kredit.
Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh
persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.
Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau
jabatan, capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki
kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan
dalam PAK.
PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan
setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja,
Penyuluh Perikanan mendokumentasikan Hasil Kerja
yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap
tahunnya.

Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan
dan bukti fisik Hasil Kerja Penyuluh Perikanan sebagai
bahan pertimbangan penilaian angka kredit.

Hasil penilaian dan PAK Penyuluh  Perikanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat
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(3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

penilaian kinerja Penyuluh Perikanan.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 29

Usul PAK Penyuluh Perikanan diajukan oleh:

a.

pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
penyuluhan perikanan pada Instansi Pembina kepada
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka
Kredit bagi Penyuluh Perikanan Ahli Utama di
lingkungan Instansi Pembina;

pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
penyuluhan perikanan pada Instansi Pembina kepada
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
penyuluhan perikanan pada Instansi Pembina untuk
Angka Kredit bagi Penyuluh Perikanan Ahli Madya di
lingkungan unit pelaksana teknis yang membidangi
penyuluhan perikanan; dan

pejabat administrator yang memimpin unit pelaksana
teknis yang membidangi penyuluhan perikanan pada
Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi
pratama yang membidangi penyuluhan perikanan pada
Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penyuluh
Perikanan Ahli Pertama dan Penyuluh Perikanan Ahli
Muda di lingkungan wunit pelaksana teknis yang

membidangi penyuluhan perikanan.

Bagian Ketiga
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 30

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit

Penyuluh Perikanan:
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menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kelautan dan perikanan atau pejabat pimpinan
tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk
Angka Kredit bagi Penyuluh Perikanan Ahli Utama di
lingkungan Instansi Pembina;

pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
Penyuluhan Perikanan pada Instansi Pembina untuk
Angka Kredit bagi Penyuluh Perikanan Ahli Madya di
lingkungan Instansi Pembina; dan

pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
Penyuluhan Perikanan pada Instansi Pembina untuk
Angka Kredit bagi Penyuluh Perikanan Ahli Pertama dan
Penyuluh Perikanan Ahli Muda di lingkungan Instansi

Pembina.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 31

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim Penilai.

Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki tugas:

a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang
dilakukan oleh pejabat penilai;

b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan
nilai capaian tugas jabatan,;

c. memberikan rekomendasi kenaikan = pangkat
dan/atau jenjang jabatan;

d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;

e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian
capaian tugas jabatan;

f.  memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan

g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat
yang Berwenang dalam pengembangan PNS,

pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan
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dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Penyuluh
Perikanan dalam pendidikan dan pelatihan.

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh

Perikanan terdiri atas:

a. Tim Penilai pusat untuk Angka Kredit bagi Penyuluh
Perikanan Ahli Utama dan Penyuluh Perikanan Ahli
Madya di lingkungan Instansi Pembina; dan

b. Tim Penilai unit kerja untuk Angka Kredit bagi
Penyuluh Perikanan Ahli Muda dan Penyuluh
Perikanan Ahli Pertama di lingkungan Instansi

Pembina.

Pasal 32

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri
atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang
membidangi Penyuluhan Perikanan, unsur kepegawaian,
dan Penyuluh Perikanan.
Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. seorang ketua merangkap anggota;
b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau
Penyuluh Perikanan Ahli Madya.
Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
berasal dari unsur kepegawaian atau dari unsur yang
mengelola Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.
Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
paling sedikit 2 (dua) orang dari Penyuluh Perikanan.
Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah

sama dengan pangkat dan/atau jabatan Penyuluh

Perikanan yang dinilai;
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b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai
Angka Kredit Penyuluh Perikanan; dan

c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Penyuluh
Perikanan.

(8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari
Penyuluh Perikanan, anggota Tim Penilai dapat diangkat
dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai
Hasil Kerja Penyuluh Perikanan.

(99 Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai
ditetapkan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan
bagi Tim Penilai pusat; dan

b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
Penyuluhan Perikanan pada Instansi Pembina bagi

Tim Penilai Unit Kerja.

Pasal 33
Ketentuan mengenai tata kerja Tim Penilai dan tata cara
penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh
Perikanan  diatur dengan  peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan

dan perikanan.

BAB IX
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 34
(1) Kenaikan = pangkat Penyuluh Perikanan dapat
dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah
memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
(2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit
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pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal

pada setiap periode.

Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi

untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan

Fungsional Penyuluh Perikanan, untuk Penyuluh

Perikanan:

a. dengan pendidikan sarjana atau diploma empat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;

b. dengan pendidikan magister sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

c. dengan pendidikan doktor sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 35
Dalam hal wuntuk kenaikan pangkat sebagaimana
dimaksud dalam 34 ayat (1), Penyuluh Perikanan dapat
melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
a. pelatih di bidang penyuluhan dan/atau teknis
kelautan dan perikanan;
b. keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi;
c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh
Perikanan.
Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi
20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.
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Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 36
Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh
Perikanan 1 (satu) tingkat lebih tinggi wajib memenuhi
Angka Kredit yang ditetapkan.
Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat
dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran
V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Penyuluh Perikanan Ahli Muda yang akan naik jenjang
jabatan menjadi Penyuluh Perikanan Ahli Madya harus
memenuhi kualifikasi pendidikan magister yang relevan
dengan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
Penyuluh Perikanan Ahli Madya yang akan naik jenjang
jabatan menjadi Penyuluh Perikanan Ahli Utama wajib
memiliki paling sedikit 2 (dua) karya tulis ilmiah yang
telah dipublikasikan secara nasional atau memiliki 1
(satu) karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan secara
internasional.
Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan
kebutuhan jabatan.
Selain memenuhi syarat kinerja, Penyuluh Perikanan
yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi
harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi
Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang
ditetapkan oleh Instansi Pembina.
Ketentuan mengenai Hasil Kerja Minimal dan persyaratan
lain diatur dengan peraturan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kelautan dan perikanan.
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Pasal 37

Dalam hal untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Penyuluh Perikanan

dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.

Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal yang
terkait dengan bidang tugas Jabatan Fungsional
Penyuluh Perikanan;

b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang
Penyuluhan Perikanan;

c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah
di bidang Penyuluhan Perikanan;

d. penyusunan standar/pedoman /petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Penyuluhan
Perikanan;

e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang
Kelautan dan Perikanan; atau

f.  kegiatan lain yang ditetapkan Instansi Pembina di
bidang Penyuluhan Perikanan.

Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Penyuluh Perikanan yang akan naik ke jenjang ahli

madya dan ahli utama, wajib melaksanakan kegiatan

pengembangan profesi Jabatan Fungsional Penyuluh

Perikanan, dengan Angka Kredit pengembangan profesi

yang disyaratkan sebagai berikut:

a. 6 (enam) bagi Penyuluh Perikanan Ahli Muda yang
akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi
Penyuluh Perikanan Ahli Madya; dan

b. 12 (dua belas) bagi Penyuluh Perikanan Ahli Madya
yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi
menjadi Penyuluh Perikanan Ahli Utama.
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Pasal 38
(1) Penyuluh  Perikanan yang secara bersama-sama
membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang

Penyuluhan Perikanan, diberikan Angka Kredit dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka
pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh
persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh
persen) bagi penulis pembantu,;

b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka
pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh
persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25%
(dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;

c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka
pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh
persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20%
(dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan

d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan
penulis utama dan penulis pembantu maka
pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi
yang sama untuk setiap penulis.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 39
Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang
jabatan bagi Penyuluh Perikanan dilakukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 40
Penyuluh Perikanan yang memiliki Angka Kredit melebihi
Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat
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diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam

satu jenjang jabatan.

Pasal 41
Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk
kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi
tidak tercapai, Penyuluh Perikanan tidak diberikan kenaikan

pangkat dan/atau jabatan.

BAB X
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH PERIKANAN

Pasal 42

(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional
Penyuluh Perikanan dihitung berdasarkan beban kerja
yang ditentukan dari indikator yang meliputi:

a. jumlah layanan Penyuluhan Perikanan; dan
b. cakupan wilayah kerja Penyuluhan Perikanan.

(2) Ketentuan mengenai pedoman perhitungan kebutuhan
Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan setelah
mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 43

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan

sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan

Fungsional Penyuluh Perikanan ditetapkan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan

dan perikanan.
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BAB XI
KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Standar Kompetensi

Pasal 44
Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan harus memiliki
Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
Kompetensi Penyuluh Perikanan meliputi:
a. kompetensi teknis;
b. kompetensi manajerial; dan
c. kompetensi sosio kultural.
Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Pengembangan Kompetensi

Pasal 45
Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme
Penyuluh Perikanan diikutsertakan pelatihan.
Pelatihan yang diberikan bagi Penyuluh Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
Pelatihan yang diberikan kepada Penyuluh Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam
bentuk:
a. pelatihan fungsional; dan
b. pelatihan teknis bidang kelautan dan perikanan.
Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Penyuluh Perikanan dapat mengembangkan
kompetensinya melalui program pengembangan
kompetensi lainnya.
Program  pengembangan kompetensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk:
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a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;

b. seminar/lokakarya/konferensi/simposium,;

c. pelatihan manajerial/sosio kultural terkait tugas
jabatan fungsional penyuluh perikanan; atau

d. Kegiatan lain yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan

pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan

analisis kebutuhan pelatihan Jabatan Fungsional

Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kelautan dan perikanan.

BAB XII
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 46
Penyuluh Perikanan diberhentikan dari jabatannya
apabila:
mengundurkan diri dari jabatan;

a
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

o

menjalani cuti di luar tanggungan negara;

A

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional
Penyuluh Perikanan; atau

f.  tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki

alasan pribadi dan tidak mungkin untuk melaksanakan

tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.

Penyuluh Perikanan yang diberhentikan karena alasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai

dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan

jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan

kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.
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Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional
Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit
terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka
Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang
Penyuluhan Perikanan selama diberhentikan.
Kriteria tidak memenuhi persyaratan  jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat
dipertimbangkan dalam hal:
a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang
dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan
Fungsional Penyuluh Perikanan; atau

b. tidak memenuhi Standar Kompetensi.

Pasal 47

Penyuluh Perikanan yang diberhentikan karena ditugaskan

pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)

huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan

pangkat terakhir dalam jabatannya paling singkat 1 (satu)

tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang

didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi

apabila tersedia kebutuhan.

(1)

(2)

Pasal 48

Terhadap Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan
pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang
Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.

Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat
diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh

Perikanan.
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BAB XIII
PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN
RANGKAP JABATAN

Pasal 49
Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan Kkarier,
Penyuluh Perikanan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 50
Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja
organisasi, Penyuluh Perikanan dilarang rangkap jabatan
dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator,

jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 51

(1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan
Fungsional Penyuluh Perikanan yang bertanggung jawab
untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan
profesionalitas jabatan.

(2) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai
berikut:

a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional
Penyuluh Perikanan;

b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional
Penyuluh Perikanan;

c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;

d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman

penilaian kualitas hasil kerja Penyuluh Perikanan;
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e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya
ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Penyuluhan
Perikanan;

f.  menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional
Penyuluh Perikanan;

g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional
Penyuluh Perikanan;

h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional
pada lembaga pelatihan;

i.  menyelenggarakan Uiji Kompetensi Jabatan
Fungsional Penyuluh Perikanan;

j- menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di
bidang Penyuluhan Perikanan;

k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penyuluh
Perikanan;

l.  mengembangkan sistem informasi Jabatan
Fungsional Penyuluh Perikanan;

m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan
Fungsional Penyuluh Perikanan;

n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi
Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;

o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik
profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional
Penyuluh Perikanan;

p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan
mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan
oleh Lembaga Administrasi Negara;

q- melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan
Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan; dan

r. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi
jabatan.

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf i dilakukan oleh Instansi Pembina Jabatan
Fungsional Penyuluh Perikanan.

Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas
pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k,
huruf 1, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r
menyampaikan secara berkala hasil pengelolaan Jabatan
Fungsional Penyuluh Perikanan secara berkala sesuai
dengan perkembangan pelaksanaan Jabatan Fungsional
Penyuluh Perikanan kepada Menteri dengan tembusan
Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap
tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p
kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Uji
Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur
dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB XV
ORGANISASI PROFESI

Pasal 52
Setiap Penyuluh Perikanan merupakan anggota Ilkatan
Penyuluh Perikanan Indonesia.
Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia bertugas:
a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
b. memberikan advokasi; dan
c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas

pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

Ketentuan mengenai kode etik dan kode perilaku profesi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur

dengan peraturan lkatan Penyuluh Perikanan Indonesia
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setelah mendapat persetujuan dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kelautan dan perikanan.

Pasal 53
Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi
profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan bersifat
koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan

fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.

Pasal 54
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan
organisasi profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi
profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan diatur dengan
peraturan  menteri yang  menyelenggarakan  urusan

pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

(1)  Penyuluh Perikanan yang bertugas di daerah
terpencil/rawan/berbahaya, dapat diberikan tambahan
angka kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari
angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok
dalam PAK.

(2) Tambahan angka kredit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan selama melaksanakan tugas didaerah
terpencil/rawan/berbahaya tersebut.

(3)  Kriteria dan penetapan daerah
terpencil/rawan/berbahaya tersebut ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang kelautan dan perikanan.
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BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS yang
diangkat melalui pengangkatan pertama dengan kebutuhan
Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan kategori keahlian
dengan kualifikasi pendidikan sesuai Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional
Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya tetap diangkat ke
dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sesuai dengan

Peraturan Menteri ini.

Pasal 57

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh
Perikanan yang belum memperolah ijazah magister pada
Jenjang Ahli Madya tetap melaksanakan tugas
jabatannya sesuai dengan jenjang jabatan yang
didudukinya berdasarkan peraturan Menteri ini.

(2)  Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan pendidikan sarjana atau diploma empat
wajib memiliki ijazah magister paling lama 5 (lima)
tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

(3) Dalam hal Penyuluh Perikanan Ahli Madya belum
memperolah ijazah magister sampai dengan batas
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka tidak

diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatannya.

Pasal 58
Kegiatan dan Hasil kerja tugas jabatan yang telah
dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap
dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang
Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka

Kreditnya.
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Pasal 59
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengangkatan
untuk jabatan fungsional Penyuluh Perikanan tetap
menggunakan pedoman penghitungan kebutuhan jabatan
fungsional berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang
Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya
sampai dengan ditetapkan pedoman perhitungan kebutuhan

jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan
Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya,
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan

belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 61
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional
Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2022
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H.LAOLY
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LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

REFORMAS] BIROKRAS] REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG JABATAN FUNGSXINAL PENYULUH PERIKANAN

KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN

usaha Kedauran dan perfcanan di wilavah keos

penyuulan

Melauan dan perikanan di wilayah ket

penyulihan

ANGEA | PELAKSANA |
ABA VRAIAN KEGIATAN/T DG, HASIL KERJA /OUTPU
TUGAS J TAN UNSUR SUB UNSUR IATAN/TUDGAS 18 ! T KODE KREDIT | KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 T 8
Melaksanakan Penyutuhan A |[Penyusunan I [Penywsunan rencana kerja tahiunan penyulutian
pernyuluhan Perikanan programa dan a [Merumuskan rencana kerja tahumn Dolamen rencana keria tahunan penyuhuhan 01 075 AhY Utama
perikanan retans kesja perpuluhian peranan perikanan
penyuiuan b |Melakukan ewahiasi hasdl anaimin hahan Dokumen cvahiasi hanil analian hahan a2 OAT Ahl Madya
perikanan pemyuAsLnan rencana ket tahunan PENYUAUNAN fencana ke tahwan
pemuluhan perianan penyulihan perdanan
¢ [Mekkukan analisis hasdl dendf@am hahan Dolumen analiss hasd identfikani hahan 03 026 Al Muds
pemyUsUnan rencana kedja tahiunan PENYUAUDAN rencana Ko tahunan
pemyuluhan perikanan penyuiihan perdcanan
d [Melakukan wentifiai bahan penyusuman Laporan sentifikasd bahan penyusunan 04 024 Ahk Pertama
rencana keqa tahunan penyuluhan perikanan |rencana kernas tahnunan penyuhihan perdamn
2 [Penyisunan programa perpulithan perisanan
a |[Melakuian penyusuman programa penyuhthan |Dolaimen programa penyuluhan perikanan as 146 AbN Utama
perikanan tmgkat nasional nasional
b [Melakukan penyusumn programa penyuhihan |Documen programa penyuluhan pericanan a6 195 Ank Madya
perikanan tingkst regonal regonal
d [Melakuean penyusimen programa penyubthan |Dokumen programa penyuluhan pericanan a7 035 Ahd Muda
penkanan tingkat kabupaten / kota Rnhuparn/ota
e [Melakulan analis programa pesyuluhan Dokumen analiss programa penyuiihan L) 026 Ahli Pertama
perikanan tingkat kecamatan perikanan kecamatan
3 [Menyumin deotad pelsictanasn rencans kera Dolarmen detw i pelaksanaan rencana kerin a9 03 Ahl Muda
tahunan peryuluhan penlanan @ unan peayulihan perikanan
4 [Melakukan dentdffices: hahan penyusunan peta laporan slentdfikes: tahan penyusunan peta 10 025 Ahli Pertama
sentra usaha dan/ atau potensi usaha kelvitan senia usaha dan /stau potenad usaha kekmitan
dan pesianan di wlayall key s petiyulihan dan perilonan F wilayah kKerns penyuluotan
5 [Menyusun petasentns usaha dan /stau polens Peta sentsa usshs dan/atau potensi usaha 11 03 Al Muda

www.peraturan.go.id
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ANGHA | PELARSANA |
TUGAS JABATAN UNSUR SUB UNSUR URAIAX KEGIATAN/TUGAS HASIL KERJA /OUTPUT KODE KREDIT | KEGIATAN
1 2 E] 4 5 6 T 8
Penumbuhan dan 1 [Melakukan pendafiaran dan/ atay pemumihioan  |Laporan pends fanan dan / atay pemtakhinan 12 007 Ahl Pertama
pengembangan data pelaku usalia non pemeorangan sekior data pelaiou wsaha non perscorangan sekor
Kelembugaan kelautan dan perikansn Kelautan dan pernkatan
2 [Melakukan pembmnasn penniausian fencans Laparan pemiinasn permyuanan rencana 13 022 And Muda
usaha kedompok perdanan usahia kelompok perikanan
1 [Merancang model pensumbiyhan dan Dokumen rancangan model penuminchan dan 14 053 Ah¥ Utama
pengeamangan Keembagean pengembangan Kelemba gasn
4 [Melakukan tefaah dun evaluas) penuminihan dan  |Dokumen telaal dan evahiasd petunbiuhan dan 15 a4 Ahd Madya
pengembangan Kedembagaan pengembangan Kelembagaan
5 [Menyusun profd koperasi sektor kelautan dan Dokumen prodl] koperas sektor kelauwn dan 16 012 Ahl Pertama
perikanan peri kanan
6 |Menyusun prodil korporam seictor kelautan dan Dolkumen profil korporasi sektor kelautan dan 17 0.4 Ahl Madya
perikanan perkansn
7 |Menyusan profil galmngen Kelompok perikanan Dokumen profil gabungan kelampok perikanan 18 0a6 Ahk Perfama
sektor Xelautan dan perianan nckior Xelautan dan perikanan
B |Melakukan pendasan kelas dalam rangka Dokumen haadl peodisian kelas dadam ranghka 19 044 Ahl Madya
penmngiesan Kemampian kedes kelonpok petimgiontn kemampusn kelas kKelompok
|__|perikanan utama |perikanan wama
9 [Melakukan pendasan kel dalam rangks Dolcimen hasd penfsian kelas dalam rangka 20 028 Anh Muda
peningkatan kemampuan keks kel mpok penmgkatan kemampuan kel kelompok
perikanan madya periianan madya
10 Menyumn rekomendasl permngkatan kelas Dolkaymen rekomendasi penmgiatan kelas 21 029 AlE Miicds
Kemampian kelompok perikanan kelas madys ke [Remampuan kelompok perikanan kelss madys
Kelompok penkanan kelas utama e kelompok perikanan deias umma
11|Menyusun rekomendas: peningkatan kelas Dokumen rekomendasi penunghe tan kelas 22 0,13 Ahl Pertama
kemampuan kelompok perikanan kel bnput ke |emampuan kelompok perikanan kelas lanpit
Kelompok perikanan kKelw madya Ke ¥elompok periianan kelas madys
12 [Melakukan evalias) periumbithan dan Laporan evahiasi periumbuhan dan 23 0.6 Ahb Utama
pengenangan gahungan kelompok pericanan pengemisngan galningan Xelompok perikanan
13 [Melakukan pengembangan kedem bagasn Laporan pengembtangan kelem bagasn ga tungan 24 051 AnB Madyas
L..-}.:EUS Kelompok perianan Melompok pes o e n
14 [Menyusun rekomendas! pengukuhan gavungsn  [Dokumen rekomendasi pengukuhan gabungan 25 029 Al Muda
kelompok perikanan kelompok perikaman
15 [Menyusun rancangan model pembinasn korporasi |Dolaumen rancangan model pembnnsan 26 0a7 Ahl Utama
sekfor kelaitan dan perianan Nof poras acktor kelsutan dan peokanan
16 [Melakulan pendampingan pembentilan Dokumen perdampmgs i pembentukan 27 004 Ahli Madya
kosporast sckior kelsulan dan perkanan Yorporam perikaman
17 Melakukan pendampmgan perzinan usahas mikro |Dolamen pendampingan periinan wssha mikm) 28 a5 AbN Madya

dan kecd sekor kelautan dan peckanan rmiko
g

dan kecdl sekior kelaitan dan pesicanan r ko
e

www.peraturan.go.id
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ANGHA | PELARSANA |
ABA AIAX KEG R/TUG HASIL KERJA /OUTPU
TUGAS J, TAN UNSUR SUB UNSUR UR IATAN/TUGAS JA [ T KODE KREDIT | KEGIATAN
1 2 E] 4 5 6 T 8
18 [ Melakukan pendampingan perizinan usaha miko |Dolaimen pendampingsn pesisinan ussha mikm) 29 025 Ahl Muda
dan kecd sekior XKelautan dan penkanan ruiko dan Necdl sektor Xelautan dan perikonan ko
menengal) Linge menengall tingp
19[Melakukan pembmasn uaaha mkro dan kecd Dolcumen pembmaan waha miso dan keal 30 0,12 Ahk Pertama
nckor kebnitan dan perfianan akals usaha acktor kelaitan dan perfkanan akaks ussin
menengah menengah
20| Melakukan prmbmasn koperasi sekor kedsutan  |Dokumen pembmaan koperans scktor kelaitan 1 0.11 AhE Pertama
dan perikonan dan penkanan
2] |Menyumin rekomendast pendirian koperas sekior |Dokumen sekomendani pendirsan koperasi a2 092 Ahl Utama
Kedsutan dan perikanan Ak tor kelwutan dan perikanan
D [Penmgiatan akses | 1 [Akven icknolog dan mformani sekior kelvutan dan
teknoiogi dan perikanan
informasi a [Merancang model penerapan teknolog sektor  [Dolcumen rancangan model penerapan 33 0.5 Ahli Utama
Kelwutan dan perikanan Eknolog sckior kelsutan dan perikanan
3 | Melakouien ewaduasi pemanfsatan dan / stay Dokumen evalusst pemandsatan day /atay a4 054 Ahl Madya
pemingkatan teknodogl dan mformani seknes peningiamn teknokog! dan mlamani sekior
kelautan dan penkanan kelastan dan perikanan
¢ [Melakulan analinis pemanissten dan/ atau Dokumen analiss pemanfastan dan /atau 35 02e Ahli Muda
pemngkatan teknolog dan miormani sekfor peningkatan teknolog! dan miormanl sekdor
kelautan dan pericanan kelautan dan perikanan
d [Melakukan edukaal, dseminasi dan Laporan edukasi, daemmasidan a6 015 Ahli Pertama
peayehariussan {feknolog: dan miormasi sekior [penyeta rhiasan teknolog dan miormans sckior
Kelautan dan perikanan melahud gelar Nelastan dan perikanan mels i geler
leknolog/pameran rknolog/ pameran
¢ [Mebkukan ecikanl, duemmnasi dan laporan echikasy, dseminasi dan a7 ah4 AhE Muds
peryebariuasan teknodog dan mbrmass sckior |penyehaffuasan teknolog dan mionmasi sekior
kelaitan dan perkanan melabur Ferconfohan  |kelawtan dan perikanan mekakii Perconohan
pemyuluhan kelautan dan perianan penyuiuhan Kedautan dan perfoanan
Penyusunan dan I [Penyusunan dan menerapian mewnde dan matert
menerapkan penyuluhan penksnan
metode dan matern a [Merancang moded tekuik penyuluhan Dokumen sanmcangan medel wknlk penyulihan 33 093 Ahl Utama
penyulian perikanan penikanan
| o ay o b [Menets pkan alternatyd metode penyuluhan Dolkumen alternatyf metode penyufuhan sesua 39 068 Ahl Utama
seaua iuen, ssaaran, media dan felkanik fjusn sanaran, medas dan tekmk koununiasi
cil ey ke d
© [ Melakukan cvaliasi penyumunan dan Lagosan e lnael penymunan dan penerapan 40 a5 Ahl Madya
penerapan mewnca dan materi peayulihian metoda dan matern penyuluhan
d [Melakulay penyuihan berdasarian jumish  [laporan hasl pembmasn penyuiihan i1 034 Ahli Madya
SAaatan masaal berdatarkan jumh sasanin masial
e [Melakulan penyufubian herdasarican jomial Laporan Yasil pendmaan peayududian 12 027 Ahll Muds
sasaran ulama dan sasaran antam kelompok  |berdasarkan jumish sasaran utama dan
AdAanen A iara kelompok

www.peraturan.go.id
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ANGHA | PELARSANA |
TUGAS JABATAN UNSUR SUB UNSUR URAIAX KEGIATAN/TUGAS HASIL KERJA /OUTPUT KODE KREDIT | KEGIATAN
1 2 E] 4 5 6 T 8
f [Menyusin dan menyeba rhissXan mates Laporan penyusunan dan penyeln riussan 43 0,13 Ahl Pertama
pemuiuhan perilanan meda i medis tectayang [matkeri penyuluhan pertkanan meiahus Medsa
Eryang
K [Nerancang deasin perconohian penyuhihan Dokumen desin percomiohan penyulthan 4 049 Al Muda
kelautan dan perkanan kelautan dan penieanan
E |Foadivs emitraan Kemitrsan usahs sekior kelmitan dan perikanan
usaha dan ales
pembisysan sekios & [Merancang moded kemarasn usaha sekior Nokumen rancangan model kemitraan s ha 45 0,7 Anli Utama
kelsulan dan kelsutan dan perikanan sektor kelmitan dan penkanan
penicanan
U | Melakuionn e duss) hasdl emitrasn antars Dodumen evaduasi hasdl Kemitraan amtars i 042 Ahli Madys
pelakl utama dan pelaky usaha dengan pihak [pelaku utama dan pelsin usaha dengan pihak
amn Ittt
€ [Melakuioan Seailisem ke Tosmn Do s Dodumen fasdinan: kemaraan pemanann hasil 47 1581 Ahl Utama
hasll produks antars pelaion utama dan procuks antars pelaion wama dan pelaku
pelakyl usaha Engkup miernasonal s b Engkup mernasomi
d [Melakuian fadisns kemitraan pemssaran Dokumen Ssaiitani Kemitrsan pemasaran handl 48 a7l AhY Madya
hamil prochikm antan peladan wtama dan prochuks antans poleiou wamas dan pelain
pelaku usaha Lngkup nasoned wsa o Engkup Nassonal
e [Melakukan fasflitas kemitraan sarana Dokumen faniitani kemitraan sarana produlsi 49 031 Ahli Muda
produlksi amtara pelaku ytama dan pelaky antara pelaks sitama dan pelaku sisaha dengan
usaha dengan swasta swaata
f |[Melakukan fsfina kemaraan sarana Dolaumen Sasftasi Xemaraan sarana produks: 50 012 Ahli Pertama
produksi amara pelaku utama dan pelaku anfara pelakyu utama den pelaku usaha dengan
unaha dengan pemerinah Femerintah
£ [Melakuian faalins kemitrasn permodalan DNodeumen S ailitani Kemitraan permodalan 51 03 Anti Muda
antam pelaku utma dan pelakuy usehs dengan [antara pelaky utama dan pelaku usaha dengan
non perbankan non perbankan
h [Melakukan fsailitm kemitrasn permocal an Dokumen faniitani kemitraan permodaian 52 a3 A Muda
antars pelaku usema dan pelalou usaln desgan [antara pelaky utama dan pelaku ussha dengan
perhankan perbankan
I [Melakulan fafins kemitrann permodalan Dodoumen faaitani Kemitraan permodalan 53 0,14 Andi Perama
atitars pelaku utma dan pelulan usaba demgan [antars pelakal utamas dan pelsiou usalia dengan
pemermiah pemeriniah
F|Faadins Faslnas: penugkatan woduktvitas dan skala
peningkatan usaha pelakn unme dan/stan pelaku usaha
produianitas dan pericanan
skala uzaha pelaku & |Merancang model penmgkatan produlas rumah | Dokumen rancangan model penmgha tan 54 091 Ahl Utama
tama dan | atan tangga perkanan (RTP) dan/atau data produks rumah tangga perikanan (RTF)
pelaku usaha procukinitas ysahe kelompok porianan char / st date produktatss daaha kelom pok
perikanan periianan
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ANGHA | PELARSANA |
TUGAS JABATAN UNSUR SUB UNSUR URAIAX KEGIATAN/TUGAS HASIL KERJA /OUTPUT KODE KREDIT | KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 T 8
b [Melakulan cwiusai hasdl analias data Dodaimen evahisal hasdl ans Beis data produksl 55 0A5 Ahn Madya
produkes) rumah tangga peckanan (RTH rumah tanggs perikanan (RTPydan/atau data
can /atay duta produictivises uaaha kelompok  |produiintes we e Kedompok perianan
perikanan
€ [Melakuion analisis data produksi rumah Dokumen analiss dat produkal rumah Sngga 56 0,16 Al Muda
tangga perikanan (RTF) dan /atau data perikanan (RTP) dan/atnu dats produktiviies
rodukinvitas usaha kelompok perikanan usa b delanpok perikanan
d [Mebakukan pengolahan data Sailivms Data fasiitaal peninghatan produkinitas dan 57 009 AhX Pertama
peningkatan grodukfivites dan skala uaaha tkals usaha pelaku utama dan/ atau pelaku
pelaky wiama dan/stan pelaku usaha wmha perikanan
Jperikanan
G |Peningietan 9 [Peningieatan kesadaran pelaku utema dan /amu
Kenada ran pelaky pelaku usaha terhacag keleatarian fungsd
uiama dan/atau Engxungan hxup
pelaku usaha a |Merancang mode] eduiasi, diseminasi dan Dolaunen mancangan model edukasi, 58 0481 Ahl Utama
perikanan terhadap Kesacharan kedontaran hngkungsn hudup dnemmani dan kesadaran kelestaran
kekeataron fungss kepada pelaku utama dan [ atan pelaky usaha  [Bnghungsn hdup kepada pelaky utama
Lngcungan Ndup dan/oslaiol usaba
b [Melakukan cvahisai haad cchikant, demmans  |Dolaimen evalusa: haad edulam, dscmman: 59 044 ARN Madya
dan Kesadaran kelestarian Sngkungan hidup  [dan kesadaran keleatarian nglongan hdup
kepada pelaku utama dan/atay pelaku usaha |kepads pelaku utama dan/peleku usaha
© [Melakuan echikasi, dueminasi dan kesadaran [Laporan edukast, diseminasi dan Kesadaran a0 0,15 AhE Muds
Keatmran linghungan hadup kKepack pelakn kelestanian Ingkungan ludup Kepada pelaky
utama dan /atau peiaku usha utame dan/pelaku usaha
d [Melakukan identifikaa: hahan edukaa, Laparan identdfiionsd bahan ecukasi, demmani ol 009 Ahli Pertama
dsemuani dan Xesadaran kedestaran dan kesadaran kelestaran ingiungan hdup
Engkungn hidup kepada pelaku utama kepadh pelaku dtama dan /ateu pelalu usaha
dan Satay oefaioy ysahs
H |Evahinai don Evatuasi dan pelaporan dampak penywiuhan
pelaporan dampak [perianan
penyuhihan | [Menyumin pelaporan evaluai dampak penyubihan |Dokumen dampak penyulihan perikaman 62 aJe Ahl Utama
pericanan perikanan
2 [Melakukan evalusal haadl analiam tahan Dokumen evaduasi haeil analem bahan 6l 0sn Ahli Madya
penyusunan evaluasi dammk penyulitan penyusunan evalusi dampe k penyuluhan
perikanan porinan
3 [Melakukan anaknm hamidenSfikasl bahian Dobumen analisis hasdl identifikani hahan a4 024 Al Muda
penyusunan evalual dampak petysiutian petyuauim g evalual dampa k pesyulatiang
perikanan perikanan
4 [Melakukan wlentifliessd behan penyusunan evahind |Laporan entifikssd tahian penyusunan evahini a5 0.2 Ahk Pertama
[dampea k penyuhihan perfcanan dampak pemubithan perikanan
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LAMPIRANT]

PERATURAN MENTE RI PENDAY AGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMAS] BIROK RASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL FENYULUH

PERIKANAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN

SUB UNSUR HASIL KERJA/ ANGKA
PELAKSANA
%o e TUGAS JABATAN T T TA ouTPUT KREDIT
1 2 3 4 5 [ 7
1 |Pengembangn A |Perclehan pezah /gelar pendiediian Sor mal Memperoieh asah sesual dengan Indang tugas Jatatan Jazah /Gelar 25'% AK Semmua enjang
Profes semial dengan hdang tuges Jabaian Fungsonal Pergubih Perdianan kenadkan
Fungional Penyulth Perdcanan pangiat
B [Pembuatmn Karya Tubs /Karye Bmah di dang| 1 [Membust losrya tulls /%arys dmah hasd
penyubuhian perikanan pencrapan | penghayjsen faurvea/ evluas & tdang
penyukithan pen funan yang d ypub e sican
s |dalam bentuk buku/nimal d#mah miemasional Bk /Jurmnal 20 Sermia erjang
tenndek
b |dalam beniuk buka /pimal Smoah naconal Pulkea /Jumal 125 Semia emang
I 1era krediani
O © [dalam bentuk buku/yumal Smash yang dakw Buku /Jurma a Sennia pyang
|I'p) OnpAN masi profedi dan natamd Pembina
! 2 [Memampadoan presentasi/paparan herups tmaan Naskah 25 Semuia emang
Sagasan dan atau ulasan Bmah dalam pertemuan
fimiah
3 Membiuat artiked di hidang penyuliban perdanan yang Artkel 2 Scmia wmyang
CETTLRS P SN
C |Penyusunan Standar/ Pedoman /Petunjuk Membuat buku standar/pedoman) peturyuk Buku 3 Semua ynyang
P alanaan [Petunjuk Teknis i badang peikaanaan /perun juk ki di bidang peryuluhan
kelautan dan perfamn perikanan
1 _|Dsputiicas doun secara ms wonad Buku 2 Semua pmyang
2 |1 epu tubiic s ilon 1 (B pe ol takons 11 dacsal Buku 1 3
3 | Tidak dipuh bk sikan Buku 0.5 Sermnia eoniang
D, [Pengembangan Kompetemi di dang kelautan [Mengikuts kegiston pengrmbangsn kompetemi
can perianan serminn rdokaka rya N0 iderenad /e imposaim [ aTud Serifikat [ Laporan 05 Scumia prpang
! banding- lapangn
2 |petatituan teknin/ oo nal i Biddang tuges Jabatan
Fungeonal PFenyuhth Perikanan dan memperaleh
Serifikat
a. lsmanya ehih dard 960 m Sertifikay) 15 Seunin enang
Laporan
b lamanya aniara 641 960 am Sertifial/ 9 Scmia enyang
Laporan
. Mmmanyaaniara 481 . 640 jam Servfday/ o Scmmua eyang
Laporan
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pan gl

SUD UNSUR HASIL KERJA/ ANGHA
NO UNSUR TUGAS JADATAN URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN OUTPUT T PELAKSANA
1 2 3 4 5 6 7
d. lamanya antam 161 - 450 am Sertfiaat) 3 Semia penjang
Lagioran
e, lamanys antam 81 - 160 jam Sertfikay/ 2 Semua pniang
Laporan
{0 Sastiatiys antars 30 - 50 jam Serufikat) | Sermia erang
Lagoran
& Mamanys Kumng daes 30 am Sertlikay) 05 Sermua enjanyg
Laporan
3 [peatshan munapral/ sono Buiturl & bdang tugsa
Jabatan Fungaso i Perikanan dan
memperoieh Sertdfdat
& Jamanys kbih dari 960 jam Sertfikat/ 75 Semuia emang
Laporan
b lamanys antara 641 990 am Sertfiay) 5 Semua enyang
©.  amanys antam 481 - 630 jam 3 Semua pryang
Laporan
d. lamanyaan 161 480 am Sertfikay/ 15 Sermmnia ernjang
Laporan
e. Jmmanyaaniamn 8] - 160 jam Serulikat/ 1 Scmmua wryang
Laporan
{.  lamanya antam 3 - 30am Sertdfian ) 05 Semmua enjang
Lag oran
B amanys Kureng dari 30 am Sertfikay 025 Scumua prpang
Laporan
4 |maintam poformanoe [pemelharaan & inern doan larget Sasiiay/ 05 Semma emang
ke Lagioran
E [Butmgan penyuluh perkanan o haweh Mela ksanakan pembumbingan permyulih perdicanan dihawah Laporan an AhM Muda dan AN
AN A hatannys Eniang Bhatan s Erkad tuges dan Ringed kegaatan Maciya
petiyuluhan
11 [Penungang Regatan | A |[Pelatin/Femtambig o8 hedang penyulihan Mengar /melath/ gembumbing yang berks tan dengan Senifikat [Laporan 04 Sermia pang
perdanan ndang kelautan dan perScanan
perianan B |Keanggotsan dalem Tim Penisl Angha Kredit! [ Menjsds anggota Tim Peniiad Angka Kredast [Tim Uy Surat Keputusan dan o Semua pryjang
Tim 1 Keenpeterms Kompetemi lagoman
C. |Perakehan Penghargran /tanda jeas 1 |Menpemich penghargran /tands s Satys Lamcanas
Karya Satya
A |30 figa puluh) tahun Piaagam 3 Scumia prpang
b |20 [dua puluh) shun Pasgam 2 Semua pnjang
<, 110 {sepuduh) tahun Plagam | Semmua prang
2 ghargaan { tanda jasa atas prestasi keranya
& |Tingheat Internssional Sertifikay) 5% AK Seunia eryang
Pagam kenadcan
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SUD UNSUR HASIL KERJA/ ANGEA
UNSUR TUGAS JADATAN URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN ov ) PELAKSANA
2 3 4 5 [3 7
b. |Tingiat Nassonal Sertdfiaat) 25% AKX Senmua enjang
Pagam Ko daan
pan gkat
¢ [Tngkat Provinu Serufday/ 15% AK Semmua emang
Pagam kena fan
pangioat
Perolehan Gelar Lainnya Memperoleh gelar dpioma tiga Sammya yang tdak sesuad hazah 2 Semmia enjang
detigan bideng tuges Jabatan Fungronal Amaten Feayuluh
Perikanan
A |Sariana ) Digloma empat T ahy 5 Scnma wnians
b | Magmter wll.u.,r._ 10 Sermia eniang
¢ JDokyr Ipnzah 15 Semmia enjang
P aloianaan tugas kain yang menchikung 1 Melakukan kogatan yang mendukung pelaloanaan lagoran 004 Semmia enjang
ped aksanasan Migss Jatwtan Fungonal tugas Jatatan Fungeonal Peamiluh Prrkanan
Penyulih Periianan A |Penunjuian sctagai Koordmator Penyuluh Surat Keputusan dan | Setmia yruang
Perikanan tangiost Kabona e /Kota Lap 1
b |Penguria onganisa profes of Puast /Provinag Surst Kegnutuaan dan 078 Senma enjang
Laporan
¢ |Anggota arganmam profesi dh Pusat [Provinas Kartu Anggotadan a5 Scmmua yryang
Lanoran
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LAMPIRAN 111

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNSIONAL PENYULUH PERIKANAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA / DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN

AHLI PERTAMA AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA

Ii/a

myb | mge | myd | wya | vib | vie | tvia | vye

Melaksanakan penyuluhan perikanan
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JUMLAH ANGEA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN /PANGEKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUHLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN

TUGAS JABATAN

JENJANG JABATAN /OOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN

AHLI PERTAMA

AHLI MUDA

AHLI MADYA

AHLI UTAMA

1/

mje

4

V/a

/b

IV/e

v/d

V/ie

Melaksanalan penyuluhan perikanan

-60-

100

100

150

150

200
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LAMPIRAR V

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRAS] REPUBLIK INDON ESIA

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

JARATAN FUNGSIKONAL PENYULUH PERIKANAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSJONAL PERYULUH PERIKAN AN

TUGAS JABATAN AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA
/e 1/ V/a /b /e v/d IV /e
Melaksanakan penyuluban perikanan
100 100 150 150 150 200 200
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